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KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013 

TENTANG 

SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN 

PENGOBATAN TRADISIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: bahwa pelayanan kesehatan tradisional a. 

saat ini telah berkembang pesat dan 

telah menjadi salah satu alternatif 

pilihan bagi masyarakat sebagai upaya 
pengobatan dan/atau perawatan di 

luar ilmu kedokteran dan perawatan; 

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan 

0584/Menkes/SK/VI/1995 
b. 

Nomor 

tentang Sentra Pengembangan dan 

Penerapan Pengobatan Tradisional, 
salah satu merupakan 

pembinaan, 

upaya 
dan pengembangan 

terhadap pelayanan 
agar dapat 

dipertanggungjawabkan manfaat dan 

pengawasan 

kesehatan tradisional 

keamanannya; 
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KEMENTERIAN KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

bahwa Keputusan Menteri Kesehatan 

0584/Menkes/SK/VI/1995 Nomor 

sebagaimana butir b sudah tidak 

relevan lagi dengan situasi dan kondisi 

saat ini; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b 

dan huruf c perlu menetapkan kembali 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Sentra Pengembangan dan Penerapan 

Pengobatan Tradisional; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 

Mengingat 1. 

Konsumen 

Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

125, Tambahan Tahun 2004 Nomor 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

2008 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan 

3. 

Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3637); 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 5. 
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Perbantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4816); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 6. 
2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah, Pemerintahan Antara 

3 

KEMENKES R
I



KEMENTERIAN KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

tentang 003/Menkes/Per/1/2010 
Saintifikasi Jamu dalam Penelitian 

Berbasis Pelayanan Kesehatan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan 
1144/Menkes/Per/VIII/2010 

tentang Organisasi dan Tatalaksana 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

585) sebagaimana diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara 

Nomor 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

741); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

TENTANG SENTRA PENGEMBANGAN DAN 

PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL. 
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KEMENTERIAN KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2013 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLTK INDONESIA, 

NAFSIAH MBOI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2013 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPURLIK INDONESIA, 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPBULIK INDONESIA TAHUN 2013 

NOMOR 1658 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 90 TAHUN 2013 
TENTANG 
SENTRA PENGEMBANGAN DAN 

PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL 

SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN 

PENGOBATAN TRADISIONAL 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap orang berhak mendapatkan kesehatan yang 

setinggi-tingginya, yang dapat diperoleh melalui berbagai 

upaya kesehatan yang ada. 

tradisional merupakan bentuk pelayanan kesehatan 

yang telah dimanfaatkan sejak dahulu sebelum 

berkembangnya pelayanan kesehatan konvensional. 

Walaupun pelayanan kesehatan konvensional sudah 

berkembang dengan pesat, akan tetapi sampai saat ini 

pelayanan kesehatan tradisional masih tetap diminati 

oleh sebagian masyarakat dan diakui keberadaannya 

sebagai alternatif untuk mendapatkan kesehatan. 

Mahalnya biaya pelayanan kesehatan menyebabkan 

Pelayanan kesehatan 

masyarakat cenderung memilih cara-cara tradisional 

dalam mengatasi masalah kesehatannya sehingga 

sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional 

berkembang dan marak di masyarakat. Selain faktor 
ini 
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Kesehatan Tradisional adalah 
pengobatan dan/atau perawatan dengan cara 

dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan 

6. Pelayanan 

keterampilan turun temurun secara empiris, dapat 
dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

Metode Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah cara 7. 
pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan 

untuk mengatasi masalah kesehatan. 

8. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan 8. 
bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan 

hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau 

campuran dari bahan tersebut yang secara turun 

temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan 

dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 

di masyarakat. 

E. Ruang Lingkup 

Pedomaan Sentra P3T ini menguraikan tentang 

pengorganisasian dan penyelenggaraan Sentra P3T 

yang meliputi kegiatan penapisan, kegiatan pelayanan 
kesehatan tradisional yang mendukung upaya penapisan 

serta Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID). 
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Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945), Landasan 
Sosiologis (mengenai perkembangan masalah 
dan kebutuhan masyarakat terkait dengan 
pembentukan Sentra P3T), Landasan 
Yuridis (pertimbangan pembentukan Sentra 

P3T dikaitkan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ada) 

5) BAB V RUANG LINGKUP PEMBENTUKAN 

SENTRA P3T 

Memuat 

a) Penggorganisasian, 

b) Penyelenggaraan meliputi: 
Sumber daya manusia yang meliputi 

ahli di bidang penelitian, bidang 

pendidikan dan pelatihan, bidang 

pelayanan kesehatan tradisional, 

dan bidang jaringan informasi dan 

1. 

dokumentasi), dan 

Fasilitas ruangan untuk melaksana-

administrasi/ 
2. 

kan kegiatan 
sekretariat. Sekretariat dapat berdiri 

sendiri atau melekat pada Dinas 

Kesehatan Provinsi/Rumah Sakit/ 
Perguruan Tinggi/Balai Pelatihan 

Kesehatan atau yang lainnya. 

6) BAB VI PENUTUP 

dan Saran, Kesimpulan 
rekomendasi perlunya dibentuk SP3T. 

memuat 
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disusun oleh Setelah naskah akademik dibuat dan dise 

Tim Pengkaji 
Pembentukan Sentra 3T, Kepala Dinas 

n oleh 

untuk 
diusulkan, dan selanjutnya Sentra P3T 

r 

surat keputusan Penetapan Sentra P3T sebagaimana 
at 

Kesehatan Provinsi menindaklanjuti ke Gubernur 

n format tersebut ditetapkan oleh Gubernur. Contoh 

tercantum 
dalam Form I. 

2. Pembentukan Unit Teknis Sentra P3T 
2. 

fungsi Dalam menjalankan tugas pokok dan fun dan 
Sentra P3T, Ketua 

Sentra P3T dapat membentuk jejaring kerja sama 

dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Perguruan Tinggi, 
Balai Pelatihan Dan Lembaga Penelitian, serta 
instansi lain. Persyaratan pembentukan Unit Teknis 

Sentra P3T sebagai berikut: 

a. Unit Teknis Sentra P3T membuat proposal a. 

(status, latar belakang pengusulan, lingkup 
kegiatan, sumber daya manusia beserta struktur 

organisasinya, sarana, prasarana, dana, serta 

dukungan lainnya) kepada Ketua Sentra P3T. 

Tim Pelaksana Sentra P3T melakukan penilaian b. 

terhadap institusi yang mengusulkan sebag 
Unit Teknis Sentra P3T, termasuk kunjunga 

lapangan . 

C. Ketua Tim Pelaksana Sentra P3T melaporkan 

hasil penilaian kepada Ketua Tim 'engendali 

P3T. 

Jika calon Unit Teknis Sentra P3T 
memenuhi 

persyaratan dan disetujui, selanjutnya Ketua 
Tim 

d. 
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Semua kepala bidang :1. Anggota 
terkait di Dinas Kesehatan 

sektor Provinsi Lintas 

terkait 

2. Dekan fakultas 2 terkait 
kerja sama dalam kegiatan 

pengkajian, penelitian, 
dan/atau pengujian 

3 Kepala Bidang Pelayanan 
dan Ketua Komite Medik 

di Rumah Sakit terkait 

kerjasama dalam pelayanan 

yang mendukung upaya 
penapisan 

4. Unsur Pemerintah daerah 4. 

(Biro Kesra, Biro Hukum 
dan Organisasi) 

5. Pakar kesehatan modern 

pemerhati pelayanan kesehatan 
tradisional, alternatif dan 
komplementer 

6. Ketua Organisasi Profesi 
Kesehatan 

7. Pakar Kesehatan Tradisional, 
Alternatif dan 

Komplementer. 
Catatan: Yang duduk dalam organisasi Timdal P3T melekat pada Jabatan 
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sebagai C. bahwa Indonesia dikenal 

negara yang kaya akan berancka 

ragam tanaman yang berkhasiat sebagai 

obat dan di setiap daerah mempunyai 

kearifan lokal masing-masing; 

d. bahwa untuk menggali pengobatan 

tradisional yang menjadi kearifan lokal 

di Provinsi... dan untuk mewujudkan 
pelayanan kesehatan tradisional yang 

aman dan bermanfaat serta dapat 
dipertanggungjawabkan, maka perlu 

menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Sentra Pengembangan dan 

Penerapan Pengobatan Tradisional 
Provinsi.. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 

tentang Keschatan (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

2 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1186/Menkes/Per/VI/1996 

Pelayanan Akupuntur dalam Sistem 

Pelayanan Kesehatan Formal; 

tentang 

Menteri Kesehatan 4. Keputusan 

Nomor 1076 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan 
Tradisional; 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/ 
VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur; 

5. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan 1109/ 6. 

Menkes/Per/IX/2007 
Penyelenggaraan 
Komplementer Alternatif di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

tentangg 
pengobatan 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7. 

1144/ Menkes/ Per/VIII/2010 
tentang Organisasi dan Tatalaksana 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

585) sebagaimana diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

741) 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI 

NOMOR 

TENTANG 

TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN 

DAN PENERAPAN PENGOBATAN 
TRADISIONAL PROVINSI . 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI 

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN 

TRADISIONAL PROVINSI.. 

Pelindunng Gubernur 

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

: Pimpinan dari unsur Rumah Sakit/ 

Tinggi/Pemerintah 
Wakil Ketua 

Perguruan Daerah/ 

organisasi profesi dan lain-lain pemerhati 

pelayanan kesehatan perkembangan 

tradisional, alternatif dan komplementer. 

Kepala bidang yang bertanggung jawab 

dalam program pelayanan kesehatan 

tradisional, alternatif dan komplementer. 

Sekretaris 

Anggota :1. Semua kepala bidang terkait di Dinas 

Kesehatan Provinsi Lintas sektor terkait 

2. Dekan fakultas terkait kerja sama 

2. 
dalam kegiatan pengkajian, penelitian, 

dan/atau pengujian 

Kepala Bidang Pelayanan dan Ketua 

3. 
Komite Medik di Rumah Sakit terkait 
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kerjasama dalam pelayanan 

mendukung upaya penapisan 
4. Unsur Pemerintah daerah (Biro kesra 

Biro Hukum dan Organisasi) 

5. Pakar kesehatan modern pemerhati 
pelayanan 
alternatif dan komplementer 

kesehatan tradisional 

6. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan 
7. Pakar Kesehatan Tradisional, Alternatif 

dan Komplementer. 

Sekretariat Staf Dinkes Provinsi yang menangani 
Program Kesehatan Tradisional 

GUBERNUR PROVINSI ., 
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pertanggungjawabkan manfaat dan 

kemanannnya; 

C. bahwa 

sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan 

berdasarkan pertimbangan 

Surat Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi ... tentang Sentra 

Penerapan Pengembangan 
Pengobatan Tradisional. 

dan 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2. 
2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia; 

3. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1186/Menkes/Per/VI/1996 
Pelayanan Akupuntur dalam Sistem 

Pelayanan Kesehatan Formal; 

tentang 

5. Keputusan 5 Menteri Kesehatan 
Nomor 1076 Tahun 2003 tentan8 
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/ 

VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur; 

6. 

Peraturan Menteri Kesehatan 1109/ 

Menkes/Per/IX/2007 

Penyelenggaraan 

7. 
tentang 

pengobatan 

Komplementer- Alternatif di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan; 

Menteri Kesehatan 8. Peraturan 
Nomorl1144/Menkes/Per/VIII/2010 

tentang Organisasi dan Tatalaksana 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

585) sebagaimana diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

741); 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS 
KESEHATAN PROVINSI ... TENTANG TIM 

SENTRA PELAKSANA PENGEMBANGAN 
DAN PENERAPAN PENGOBATAN 
TRADISIONAL. 

KESATUJ keanggotaan Tim Pelaksana 

Sentra Pengembangan dan Penerapan 
Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Susunan 

yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi ini. 

KEDUA Tugas dan Fungsi Sentra P3T: 

1. melakukan penapisan melalui 

pengkajian, penelitian, dan/atau 

terhadap metode, bahan/ pengujian 
obat tradisional dan alat kesehatan 

tradisional, yang sedang berkembang 

dan/ atau banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat; 

2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
tradisional dalam rangka mendukuns 

upaya penapisan; 

3. menjadi simpul informasi 

dan dokumentasi berbagai 
metode 

jaringan 

pelayanan kesehatan tradisional di 

provinsi sekaligus sebagai bagian dar 
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Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. 
KELIMA 

Ditetapkan di ... 

pada tanggal ... 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

PROVINSI., 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN 
PROVINSI... 
NOMOR . 

TENTANG 

TIM PELAKSANA SENTRA PENGEMBANGAN 
DAN PENERAPAN 

PENGOBATAN TRADISIONAL 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SENTRA 

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN 

TRADISIONAL PROVINSI .. 

Susunan Organisasi Tim Pelaksana Sentra P3T sebagai 

berikut 

Ketua Dokter/Tenaga . kesehatan/Farmakolog/ 
Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan 
tentang kesehatan tradisional. 

Wakil Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/ 
Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan 
tentang kesehatan tradisional. 

Ketua 

Sekretaris Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/ 

Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan 

tentang kesehatan tradisional. 

Bendahara Penanggung jawab/pelaksana programn 

pelayanan kesehatan tradisional, alternatif 

dan komplementer Dinas Kesehatan Provinsi 

Anggotaa (terdiri dari Dokter/Tenaga Kesehatan/ 

Antropolog/pakar kesehatan tradisional, 

bidang LP/LS pemerhati peneliti, 

pelayanan 
alternatif dan komplementer) 

kesehatan tradisional, 
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1. Bidang Pengkajian/Penelitian/Pengujian 1. 
Koordinator .... 

Anggota 
a. 

b. 

C. 

2. Bidang Pelayanan 
Koordinator.. 

Anggota 
a. . 

b. .... 

C. 

3. Bidang Jaringan Informasi dan 
Dokumentasi (JID) 
Koordinator 

Anggota 
a. ... 

b. 

C. 

Sekretariat Dalam melaksanakan tugasnya Tim 
Pelaksana Sentra P3T dibantu oleh tenaga 
penuh waktu di sekretariat yang ditetapkan 
oleh Ketua Tim Pengendali P3T. 

Ditetapkan di ... 
pada tanggal ... 

KEPALA DINAS 
KESEHATAN PROVINSI .., 
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Form IVN 

Contoh 
Format Usulan Penelitian 

JUDUL PENELITIAN 

. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 
B. 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

(Dianjurkan untuk memakai variabel penelitian sebagai 

judul Sub-Bab) 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

C. Metode Penelitian 

Dasar 

Variabel 

Kriteria penerimaan & penolakan 

Bahan & Cara 

Definisi Operasional 

DTeknik Pengumpulan Data dan Alat Pengambil LData 

E. Teknik Analisis 
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.... tahun .... 

Menyetujui 

Peneliti utama 
Ketua 

Sentra P3T Provinsi . 

...) 

NIP. 
NIP. 

Menyetujui 

Ketua Tim Pengendali P3T Provinsi.. 

....) .. .. 
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ISBN 78-b02-235- -3 

9786022 356943 

KEMENKES R
I


	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013 SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN SOSIAL P1
	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013 SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN SOSIAL P2
	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013 SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN SOSIAL P3


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }



